





Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30
Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam
Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Pecnajam Paser
Utara Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pcmberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Penajam Paser Utara.



6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
kelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
scbagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

7. Unit Pelaksana Tcknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang
dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja
sebagai berikut:

a. Kecamatan Penajam;
b. Kecamatan Waruy;
Kecamatan Babulu; dan

d. Kecamatan Sepaku.

BAB III
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau
kegiatan teknis Dinas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA
menyelenggarakan fungsi:

a. pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

&

penjangkauan korban;

0

pengelolaan kasus;

e

penampungan sementara;

mediasi;

e

melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:

a. Kepala UPTD;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Pelaksana.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan di UPTD PPA;

b. menyusun program kerja UPTD PPA;
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam
lingkungan UPTD PPA; dan

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran,
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan kecuangan, penyiapan bahan
administrasi sumber daya manusia, peclaksanaan ketatausahaan dan
pencatatan data korban dan pelaksanaan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;

c

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;

menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;

m 0 a0

melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan,
perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;



menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan
UPTD PPA ;

melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di
lingkungan UPTD PPA; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib :

a.

b.

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja
sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;

memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan,
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan sistem pengendalian internal;

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;

. melaksanakan peta proses bisnis, meningkatkan pelayanan publik

melalui survei kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan publik,
menyusun dan menetapkan standar layanan serta meningkatkan
pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD
PPA dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut.



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VII
STANDAR LAYANAN
Pasal 11

Dalam mclaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada
perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus
berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VI1II
KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Kepala UPTD dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
UPTD.

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

BAB IX
JABATAN
Pasal 13

Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan
pengawas; dan

Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau
jabatan pengawas.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.









